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BAB IV 

PENUTUP 
 

IV.1. Kesimpulan  
Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu pengaturan pajak pada sektor usaha 

mikro dan kecil adalah berikut ini. Pertama, sistem pajak yang dianut Indonesia yakni 

sistem pajak teritorial sebagaimana dalam klaster perpajakan pada Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengacu pada prinsip sumber artinya 

penghasilan dikenakan pajak apabila penghasilan bersumber dari daerah pabean 

Indonesia. Kedua, terdapat perbedaan kriteria menurut UU UMK, UU Cipta Kerja, PP 

23/2018, PP 7/2021, SAK ETAP/EMKM/ dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 

Nomor 172 Tahun 1997 dengan melihat hasil kekayaan bersih atau jumlah peredaran 

bruto yang diperoleh usaha mikro dan kecil. Ketiga, prinsip ability to pay dan 

kemudahan dalam membayar pajak menjadi prioritas pada PP 23/2018, namun prinsip 

ease of administration and compliance tidak terpenuhi karena banyaknya interaksi wajib 

pajak dengan dokumen yang harus dipenuhi wajib pajak, tidak ada terobosan 

administrasi untuk memenuhi kewajiban pajak penghasilan final, dan kompleksitas 

peraturan perpajakan. Keempat, pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 

bahwa UMK dikenakan tarif pajak penghasilan final 0,5% dan pelaku usaha mikro dan 

kecil tetap harus membayar meskipun mengalami kerugian karena dasar pengenaan 

pajak mengacu pada jumlah peredaran bruto. 

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada wajib pajak badan 

di sektor usaha mikro dan kecil mengalami beberapa hambatan. Pertama, hambatan 

yang bersumber dari asimetris informasi pajak yaitu berupa kurangnya pemahaman atas 

regulasi pajak yang berkembang, perbedaan informasi yang diberikan di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama, dan sulit mengakses informasi pajak yang valid. Kedua, 

hambatan terkait dengan administrasi pembayaran pajak dimana wajib pajak harus 

melakukan pengadministrasian bukti pembayaran pajak secara manual untuk jenis pajak 

yang berbeda. Ketiga, kesiapan dalam penyelenggaraan pembukuan dimana pelaku 

usaha mikro dan kecil tidak memahami aturan penyelenggaraan pembukuan, belum 
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memiliki karyawan yang memahami pembukuan, dan tidak memiliki akun biaya dan 

beban yang banyak seperti usaha besar, belum memahami cara membuat laporan arus 

kas dan melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran yang sinkron. Maka dari itu 

diperlukan usulan penyederhanaan beserta biaya administratif.  

 

IV.2. Saran  
Adapun saran dari hasil penelitian ini yaitu:  

1. Aspek kemudahan harusnya diadopsi dalam memenuhi Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2018 dengan cara menghilangkan persyaratan dokumen yang 

harus dipenuhi wajib pajak sehingga dapat meminimalisir interaksi dokumen 

dengan wajib pajak. Perlu ada pengaturan yang memperbaiki sistem pajak yang 

dapat mendukung sistem self assesment yakni mempermudah proses pembetulan 

kode pajak, mereduksi persyaratan dokumen yang dibutuhkan untuk pelaporan 

Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Penghasilan Badan, mempermudah tata 

cara pembayaran pajak, membangun integrasi data pembayaran pajak melalui 

PAYE (Pay As You Earn) Real Time Information. 

2. Mendorong sinkronisasi regulasi yang mengatur mengenai kriteria mengenai 

bentuk badan usaha mikro dan kecil dan kriteria pelaku usaha mikro dan kecil yang 

wajib menyelenggarakan pembukuan pada peraturan perundang-undangan. 

3. Mendorong kebijakan yang mendukung perkembangan bisnis UMK yakni 

pembinaan dari otoritas pajak ketika wajib pajak menggunakan tarif pajak 

penghasilan final beralih ke skema pajak penghasilan umum.  
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